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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

NOMOR : M. 0§ ot [ kep-28/ ppmpTep / 202

TENTANG
PENGGUNAAN APLIKASI SINANAS DALAM PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor

120 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

b. bahwa berdasarkan Pasal 70 Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu
Penggunaan Aplikasi Sinanas Dalam Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Subang yang ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
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. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah  sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacerah;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Indonesia
Nomor 6617);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
pedoman Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program
Pemanfaatan Ruang ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 330);

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun
2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Subang;

Peraturan Bupati Subang Nomor 68 Tahun 2016
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Subang;

Peraturan Bupati Subang Nomor 120 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik;
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

Pen'ggunaan aplikasi SINANAS dalam penyelenggaraan
perizinan berusaha dan non berusaha pada  Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Subang.

Jenis usaha yang tidak terdapat Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI) dalam system OSS, proses perizinan
dilakukan melalui Aplikasi SINANAS.

Dalam kondisi aplikasi OSS belum optimal, maka semua

penyelenggaraan perizinan berusaha dilakukan melalui
aplikasi SINANAS.

Pelaksanaan KKPR selama tidak dapat dilayani oleh system
yang diselenggarakan oleh kementerian, dilakukan melalui
aplikasi SINANAS.

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 25 okitober 202

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
RPABJJ SATU PINTU

AR FATAHARRAHMAN, M.Si.
640517 198503 1 009
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